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P U T U S A N

Nomor 2523/Pdt.G/2019/PA.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tuban  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan

perkara Gugatan perceraian, antara :

XXX, Tuban, 10 Mei 1970 / 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Petani,  tempat  tinggal  di  Dusun  XXX,  Kecamatan  Bancar,

Kabupaten Tuban,  sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, Rembang, 01 Januari 1972 / 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan  Buruh  Pabrik,  tempat  tinggal  di  Desa  XXX,

Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

- Telah mendengar keterangan pihak beperkara dan para saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA

       Bahwa dalam  surat gugatannya,  tanggal 14 Nopember 2019, Penggugat

telah  mengajukan  cerai  gugat  terhadap  Tergugat,  yang  didaftarkan  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tuban,  Nomor  2523/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,

tanggal 14 Nopember 2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2018, Penggugat dengan Tergugat telah

menikah  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah,

Nomor  0246/036/VI/2018,  tanggal  22  Juni  2018),  dan  ketika  menikah,

Penggugat berstatus Janda Cerai, sedangkan Tergugat Duda Cerai;
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2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  membina  rumah

tangga dirumah kediaman Penggugat selama 1  tahun;

3. Bahwa,  selama  dalam  pernikahan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa  sejak  sekitar  Mei  2019,  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  mulai  tidak  rukun  dan  harmonis,  sering  berselisih  dan

bertengkar, disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan, bahkan

Tergugat  cuma  memberikan  sebagian  kecil  dari  penghasilannya  kepada

Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  sering  terjadi,  bahkan

sudah  pernah  diupayakan  rukun,  tetapi  tidak  ada  hasilnya,  puncaknya

terjadi  pada  Juni  2019,  yang  mengakibatkan  Tergugat  pamit  pulang

kerumah Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Juni

2019 hingga sekarang (selama 5 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal;

6. Bahwa  sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Penggugat  telah  menderita

lahir  batin,  sehingga  tidak  sanggup  meneruskan  hidup  berumah  tangga

dengan  Tergugat.  Oleh  karena  itu,  Penggugat  mengajukan  gugatan  ini

untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Tuban  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuhkan  talak  satu  bain  sugra  Tergugat  (XXX)  terhadap  Penggugat

(XXX);

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :
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Apabila  Pengadilan  berpendapat  lain,  mohon  Putusan   yang  seadil-

adilnya;

Bahwa pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  dan

Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha

mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Juga  telah diupayakan

melalui  mediasi  oleh  seorang  Hakim  Pengadilan  Agama,  bernama  Drs.  H.

NURSALIM,  SH.MH.,  sesuai  dengan  Penetapan  Ketua  Majelis,  tanggal  05

Desember 2019, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai dengan

Laporan Mediator, tanggal 12 Desember 2019;

Bahwa,  setelah  sidang  dinyatakan  tertutup  untuk  umum,  kemudian

dibacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat,  Tergugat  telah memberikan jawaban

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juni

2018,  di  hadapan  kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bancar,

Kabupaten Tuban;

- Bahwa,  benar,   setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  membina

rumah tangga dirumah kediaman Penggugat selama 1  tahun;

- Bahwa, benar, telah hidup rukun dan harmonis dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar,

disebabkan bukan  karena masalah  ekonomi, karena memang penghasilan

Tergugat yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa,  benar,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal

selama 5 bulan;

- Bahwa, Tergugat masih keberatan untuk bercerai karena Tergugat masih

sangat  mencintai  Penggugat,  dan  Tergugat  sanggup  memberikan  nafkah

kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah)

sesuai gaji dan akan memberikan semuanya kepada Penggugat;

          Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan

repliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya:
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           Bahwa atas replik tersebut, Tergugat memberikan tanggapan/ duplik

secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Tergugat janji  yang

terakhir ini akan ditepati;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat  bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Agama  (KUA)  Kecamatan  Bancar,  Kabupaten  Tuban, Nomor

2456/036/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018. Bukti  tersebut bermeterai cukup.

Setelah  dicocokkan  dengan  aslinya,  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi  Kartu  tanda Penduduk Pemohon,  Nomor  3523045005700004,

yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil

Kabupaten Tuban,  tanggal  04 Januari  2018.  Bukti   tersebut  bermeterai

cukup.  Setelah  dicocokkan  dengan  aslinya,  ternyata  sesuai,  lalu  oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. aksi: 

1.  XXX umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di

Dusun  XXX,  RT.12,  RW.  03,  Desa  XXX,  Kecamatan  Bancar,  Kabupaten

Tuban.  Di  bawah  sumpah  sesuai  agamanya,  saksi  tersebut  memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal  Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah

orang tua kandung Penggugat;  

- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  menghadap  di  persidangan  ini

adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri

sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman

Penggugat selama 1  tahun dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui  Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan

bertengkar, disebabkan karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan

rumah tangga,  karena penghasilan Tergugat  hanya sebagian kecil  saja

yang diberikan kepada Penggugat;
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- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat  telah   berpisah

tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat

sudah  tidak  pernah  saling  berhubungan   lahir  maupun  batin,  hingga

sekarang;

- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2.  XXX umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di

Dusun  XXX,  RT.12,  RW.  03,  Desa  XXX,  Kecamatan  Bancar,  Kabupaten

Tuban.  Di  bawah  sumpah  sesuai  agamanya,  saksi  tersebut  memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi  mengenal   Penggugat  dan Tergugat,  karena saksi  adalah

keponakan Penggugat;

- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  menghadap  di  persidangan  ini

adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,

Penggugat  dan  Tergugat  membina  rumah  tangga  dirumah  kediaman

Penggugat selama 1  tahun dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui  Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan

bertengkar,  disebabkan  karena  masalah  ekonomi,  dimana  Tergugat

kurang  dalam  memberikan  nafkah  kepada  Penggugat,  penghasilan

Tergugat hanya sebagian kecil saja yang diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui  Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

tinggal selama 5 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah

tidak pernah saling berhubungan hingga sekarang;

- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan

dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan

Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa,  selanjutnya Penggugat  dan Tergugat  memberikan kesimpulan

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing, dan

mohon Putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala

hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, pada hari yang sudah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat

hadir sendiri di persidangan.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  setiap  persidangan  telah

berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah

tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009,  juga  telah  ditempuh  melalui  mediasi  sebagaimana

ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI,  Nomor  1  Tahun  2016,   tentang

Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak Mei 2019, rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran,

disebabkan Tergugat  tidak  jujur  dalam  hal  penghasilan,  bahkan  Tergugat

cuma  memberikan  sebagian  kecil  dari  penghasilannya  kepada  Penggugat

sehingga  kebutuhan  rumah  tangga  tidak  tercukupi  yang  kemudian

mengakibatkan Tergugat pamit  pulang kerumah Tergugat yang beralamatkan

tersebut diatas, dan sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang (selama 5 bulan)

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama itu, Penggugat

dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  telah

memberikan  jawaban  yang  pada  pokoknya  mengakui  semua  dalil  gugatan

Penggugat sebagaimana terurai di atas, akan tetapi Tergugat masih keberatan

untuk bercerai karena Tergugat masih  mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil  gugatannya, Penggugat di

persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan

telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh

karena  itu,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  165  HIR.  juncto  Pasal  1888  KUH

Perdata  juncto  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia,  Nomor  24  Tahun
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2000,  Tentang Perubahan Tarif  Bea Meterai,  bukti  tersebut  telah  memenuhi

syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1,  adalah  merupakan  akta  otentik  dan

Tergugat tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat

adalah  suami  isteri  sah,  sehingga  Penggugat  memiliki  legal  standing  untuk

mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1) Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi

kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda

Penduduk  Penggugat,  adalah  merupakan  akta  otentik  dan  Tergugat  tidak

menyanggah autentisitas bukti  tersebut,   sehingga  telah terbukti  Penggugat

berdomisili di wilayah hukum dalam yurisidiksi Pengadilan Agama Tuban, maka

berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

juncto  Pasal  132  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam,  perkara  ini  menjadi

kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang,  bahwa  meskipun  dalil  gugatan  Penggugat  telah  diakui

kebenarannya oleh Tergugat,  tetapi  untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2

(dua)  orang  saksi  keluarga/orang,  masing-masing  bernama  SUMADI  BIN

TOMO dan KHOTIMAH BINTI SANTER, yang menerangkan bahwa para saksi

tersebut  mengetahui  sendiri  Penggugat  dan  Tergugat  sering  berselisih  dan

bertengkar,  yang  kemudian  mengakibatkan  telah  berpisah  selama  sekitar  5

bulan, dan selama itu, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang,  bahwa dua orang saksi  Penggugat  adalah keluarga dan

atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan

dan  pendengaran  secara  langsung  sesuai  ketentuan  Pasal  171  HIR,  dan

keterangannya  saling  bersesuaian  sesuai  ketentuan  Pasal  170  HIR,  maka
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secara  materiil,  keterangan  dua  orang  saksi  tersebut  mempunyai  nilai

pembuktian;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  menyatakan  tidak  akan  menghadirkan

saksi-saknya, meskipun Majelis sudah memberikan waktu yang cukup untuk itu,

dan mencukupkan  dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,  maka Majelis

Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut: 

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada

22 Juni 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  sering  berselisih  dan  bertengkar,

disebabkan karena karena masalah ekonomi,  dimana Tergugat  tidak  bisa

mencukupi  kebutuhan  rumah  tangganya,  karena  penghasilan  Tergugat

hanya  sebagaian  kecil  saja  yang  diberikan  kepada  Penggugat,  yang

kemudian  mengakibatkan  Penggugat  dan Tergugat  telah  berpisah tempat

tinggal  sekitar  5  bulan  lamanya,  dan selama itu   keduanya sudah  tidak

pernah berhubungan sebagai suami istri hingga sekarang;

3. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan

untuk rukun,  tetapi  tidak berhasil.  Para pihak tidak berusaha untuk rukun

kembali, bahkan tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  atas,  telah  terbukti  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  dan  harmonis,  sering

diwarnai  perselisihan dan pertengkaran,  yang puncak pertengkaran tersebut

kemudian  mengakibatkan  Tergugat  pamit  pulang  kerumah  Tergugat  yang

beralamatkan  tersebut  diatas,  dan  sejak  bulan  Juni  2019  hingga  sekarang

(selama 5 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Dan selama

pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali, juga

sudah tidak bisa dipersatukan lagi dalam sebuah rumah tangga. Kondisi rumah

tangga seperti itu, sudah sangat sulit untuk mewujudkan keluarga atau rumah

tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau

untuk  menciptakan  kehidupan  yang  penuh  “mawaddah  wa  rahmah”,
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sebagaimana maksud Al- Qur’an surat Ar Rum,  ayat  21, sehingga oleh karena

itu,  maka  menurut  Majelis  Hakim,  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

sudah  sulit  dipertahankan,  sehingga  telah  memenuhi  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116  huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengambil 

pendapat ulama dalam kitab berikut sebagai pendapat majelis hakim sendiri 

dalam masalah perceraian :

صحفة         الول الجزء الطلق فى الزوجين حرية أبو    83ماذا محمد للشيخ

زهرة

ينفع              يعد ولم الزوجية حياة تضطرب حين الطلق نظام السلم اختار قد و

لن              روح غير من صورة الزواج رابطة تصبح وحيث صلح ول نصح فيها

تأباّه            ظلم وهذا المؤبد بالسجن الزوجين أحد على يحكم أن معناه الستمرار

العدالة  . روح

Artinya :

"Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan 

sebuah rumahtangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatan dan 

mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan 

nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus 

berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, 

hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan".  

      Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas,

maka  Majelis  berkesimpulan  bahwa  penggugat  telah  berhasil  membuktikan

dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat

telah terjadi  perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit

untuk  dirukunkan  kembali  dan  sudah  tidak  ada  harapan  dapat  hidup  rukun

kembali  dalam kehidupan  rumah tangga,  dengan  demikian  telah  memenuhi

alasan-alasan perceraian sebgaimana ditentukan oleh penjelasan pasal 39 ayat

(1)  dan  (2)  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974,  jo.  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
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Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat petitum primer angka 2 dapat

dikabulkan; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7 Tahun 1989,  tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,   maka  biaya  perkara  dibebankan

kepada Penggugat;

Mengingat,  Pasal  49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009,  serta   segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dalil

syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.  

MENGADILI

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat .

2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat

(XXX).

3.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.696.000,00 (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari  Rabu,  tanggal  8  Januari  2010 Masehi,  bertepatan

dengan tanggal  12 Jumadil  Awal  1441 Hijriyah .Putusan tersebut dibacakan

dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 9 Januari 2020 Masehi,

bertepatan  dengan tanggal  13 Jumadil Awal 1441 Hijriyah ,oleh Majelis Hakim

Pengadilan Agama Tuban, terdiri  dari  Drs.TONTOWI,SH.MH, sebagai Hakim

Ketua,  Drs.H.ABU AMAR  dan H.MUKHTAR,  S.Ag,  masing-masing sebagai

Hakim Anggota, dibantu MUDAKIN,SH, sebagai Panitera Pengganti,  dengan

dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua  Majelis,
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Drs.H.ABU AMAR Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II,

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

MUDAKIN,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp     30.000,00

2. Biaya proses : Rp     50.000,00

3. Biaya Panggilan   : Rp   580.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan I : Rp     20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp     10.000,00

6. Biaya Meterai                      : Rp       6.000,00  

       Jumlah             Rp   696.000,00  

(enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).
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